BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 155/II1/2024

TENTANG

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Menimbang

Mengingat

BUPATI SOPPENG,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana perencanaan
penyusunan Perkada merupakan kewenangan dan disesuaikan
dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-
masing;

. bahwa dalam perencanaan penyusunan ditetapkan dengan

keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-
masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu adanya Perencanaan
Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024 yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 155/111/2024

TENTANG

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA

DAERAH TAHUN 2024

STATUS
PELAKSANA/INSTANSI
NO JENIS TENTANG aruluBAn TERKAIT KET
1 2 3 5 6 7 8
1 |Peraturan Bupati |Tata Kerja, Mekanisme, dan Hubungan Koordinasi Strategis Lintas v DINAS PARIWISATA,
Sektor KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
2 |Peraturan Bupati |Badan Usaha Milik Desa v DINAS PEMDES
3 |Peraturan Bupati |Nomor Induk Perangkat Desa v DINAS PEMDES
4 |Peraturan Bupati [Alokasi Dana Desa v DINAS PEMDES
S |Peraturan Bupati |Dana Desa v DINAS PEMDES
6 |Peraturan Bupati |Bagian Hasil Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah v DINAS PEMDES
7 |Peraturan Bupati |Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa v DINAS PEMDES
8 |Peraturan Bupati [Pembangunan Desa v DINAS PEMDES
9 [Peraturan Bupati [Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng v
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan DINAS SOSIAL
Sosial
10 |Peraturan Bupati |Program Jaminan Kesehatan Bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak v DINAS SOSIAL
Mampu
11 [Peraturan Bupati |Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Biodata Penduduk v DINAS DUKCAPIL
12 [Peraturan Bupati |Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan KTP-elektronik v DINAS DUKCAPIL
13 |Peraturan Bupati |Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Alamat Pada Dokumen v DINAS DUKCAPIL
Pendaftaran Penduduk
14 |Peraturan Bupati |Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Kelahiran v DINAS DUKCAPIL
15 [Peraturan Bupati |Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan v DINAS DUKCAPIL
16 |Peraturan Bupati |Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan v BAPPELITBANGDA
Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2025




17 |Peraturan Bupati |Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 BAPPELITBANGDA
18 |Peraturan Bupati |Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 52 Tahun 2023
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng BAPPELITBANGDA
Tahun 2024
19 [Peraturan Bupati |Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 14 Tahun 2021
Tentang Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah Pemerintah BAPPELITBANGDA
Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026
20 [Peraturan Bupati |Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah BAPPELITBANGDA
Kabupaten Soppeng Tahun 2025
21 |Peraturan Bupati |Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor .. Tahun ..
Tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah BAPPELITBANGDA
Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024
22 |Peraturan Bupati [Lomba Inovasi Daerah BAPPELITBANGDA
23 [Peraturan Bupati |Inovasi Daerah BAPPELITBANGDA
24 |Peraturan Bupati |Perubahan atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Musyawarah BAPPELITBANGDA

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Soppeng

25

Peraturan Bupati

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020
2040

DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

26

Peraturan Bupati

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng
Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

27 |Peraturan Bupati |Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun BPKPD
Anggaran 2025

28 |Peraturan Bupati |Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah BPKPD
Tahun Anggaran 2024

29 |Peraturan Bupati |Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran BPKPD
Pendapatan Dan Belanja Daerah

30 |Peraturan Bupati |Analis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun BPKPD

Anggaran 2024




31 |Peraturan Bupati |[Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 BPKPD
32 |Peraturan Bupati [Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 v BPKPD
33 |Peraturan Bupati |Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank v
Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun BPKPD
Anggaran 2024
34 |Peraturan Bupati |Tambahan Penghasilan untuk Gaji Ketiga Belas yang bersumber v
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran BPKPD
2024
35 [Peraturan Bupati [Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan v BPKPD
Perkotaan
36 |Peraturan Bupati |Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan v BPKPD
37 |Peraturan Bupati |Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas v BPKPD
Makanan dan/atau Minuman
38 |Peraturan Bupati |Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Tenaga| v BPKPD
Listrik
39 |Peraturan Bupati |Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Jasa v BPKPD
Perhotelan
40 |Peraturan Bupati [Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Jasa v BPKPD
Parkir
41 |Peraturan Bupati |Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas v BPKPD
Kesenian dan Hiburan
42 [Peraturan Bupati [Tata cara pemungutan Pajak Reklame v BPKPD
43 |Peraturan Bupati [Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah v BPKPD
44 |Peraturan Bupati [Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan v BPKPD
45 |Peraturan Bupati |Tata cara pemungutan Pajak Sarang Burung Walet v BPKPD
46 |Peraturan Bupati |Opsen Pajak Kendaraan Bermotor v BPKPD
47 [Peraturan Bupati [Opsen Bea Balik Nama Kendaraan bermotor v BPKPD
48 |Peraturan Bupati |Pengawasan Pengendalian Reklame v BPKPD
49 |Peraturan Bupati |Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, aparatur Sipil v
Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan BPKPD

Pihak Lain Lingkup Pemerintah Daerah




50 |Peraturan Bupati |Pemanfaatan Hak Tayang Informasi dan Layanan Iklan pada v BPKPD
Videotron Milik Pemerintah Daerah
. . . . J
51 |Peraturan Bupati Ked.udu.kan, Susunan Orge}msas1, Tugas dan Fungsi Serta Tata BAGIAN ORGANISASI
Kerja Dinas Lingkungan Hidup
52 |Peraturan Bupati |Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata v
Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, BAGIAN ORGANISASI
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
53 |Peraturan Bupati |Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata v BAGIAN ORGANISASI
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
54 |Peraturan Bupati |Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata v
Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BAGIAN ORGANISASI
. . . /
55 |Peraturan Bupati N.omenklatur J aba‘Fan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di BAGIAN ORGANISASI
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng
. . . . /
56 |Peraturan Bupati |Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten BAGIAN ORGANISASI
Soppeng
57 |Peraturan Bupati |Jenis dan Jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional dan Jabatan v
Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng BAGIAN ORGANISASI
58 [Peraturan Bupati [Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng v BAGIAN ORGANISASI
i v
59 |Peraturan Bupati lgandugn Urlnsuril Peli)ksa§zgg Pe]il.ge1;12:1&11']1D Panap Ba;‘;g}e{m . DINAS PENDIDIKAN
perasional Satuan Pendidikan Lingkup Dinas Pendidikan dan DAN KEBUDAYAAN
Kebudayaan Kabupaten Soppeng
60 |Peraturan Bupati |Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan v DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan DAN KEBUDAYAAN
61 v

Peraturan Bupati

Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

DINAS PERHUBUNGAN

BUPATI SOPPENG,

A. KASWADI RAZAK




BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 190/IV/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG NOMOR 155/111/2024
TENTANG PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Menimbang

Mengingat

a.

1.

TAHUN 2024
BUPATI SOPPENG,

bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor
500.12/107/DISHUB/III/2023 tanggal 14 Maret 2024, surat
Kepala Bagian Organisasi Nomor 00.8.5/35/B.Org/IV /2024
tanggal 29 Maret 2024, Surat Kepala Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga Nomor 95/DISPARPORA/IV/2024
tanggal 2 April 2024, dan Surat Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Nomor 1233/DK/SEK/IV/2024 tanggal 2 April 2024 perihal
perubahan Usulan Propemperkada, perlu dilakukan Perubahan
Atas Keputusan Bupati Soppeng Nomor 155/111/2024 tentang
Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tahun
2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan:

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2023

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun
2023 Nomor 10);

. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 68 Tahun 2023 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023
Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Perubahan Atas Keputusan Bupati Soppeng Nomor 155/111/2024
tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tahun
2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 3 April 2024

BUPATI SOPPENG,

A. KASWADI RAZAK

1. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
2. Kepala BPKPD Kab.Soppeng di Watansoppeng.
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG

NOMOR 190/1v/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 155/111/2024 TENTANG PERENCANAAN
PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2024

STATUS
PELAKSANA/INSTANSI
NO JENIS TENTANG BARU | UBAT TERKAIT KET
1 2 3 S 6 7 8
v
1 |Peraturan Bupati ’g Zﬁ;olierja, Mekanisme, dan Hubungan Koordinasi Strategis Lintas E?P;)SM?[?X;SIA)XI;
OLAHRAGA
2 |Peraturan Bupati |Badan Usaha Milik Desa v DINAS PEMDES
3 |Peraturan Bupati |Nomor Induk Perangkat Desa v DINAS PEMDES
4 |Peraturan Bupati |Alokasi Dana Desa v DINAS PEMDES
S |Peraturan Bupati |[Dana Desa v DINAS PEMDES
6 |Peraturan Bupati [Bagian Hasil Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah v DINAS PEMDES
7 [Peraturan Bupati |Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa v DINAS PEMDES
8 |Peraturan Bupati [Pembangunan Desa v DINAS PEMDES
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng v
9 [Peraturan Bupati |Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan DINAS SOSIAL
Sosial
10 |Peraturan Bupati Program Jaminan Kesehatan Bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak v DINAS SOSIAL
Mampu
11 [Peraturan Bupati |Jadwal Retensi Arsip v DINAS PERPUSTAKAAN
12 |Peraturan Bupati |Sistem Keamanan Klasifikasi Dan Akses Arsip Dinamis v DINAS PERPUSTAKAAN
13 |Peraturan Bupati Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Alamat Pada Dokumen v DINAS DUKCAPIL
Pendaftaran Penduduk
14 |Peraturan Bupati [Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Kelahiran v DINAS DUKCAPIL
15 |Peraturan Bupati [Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan v DINAS DUKCAPIL




Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

16 | Peraturan Bupati Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2025 BAPPELITBANGDA

17 [Peraturan Bupati |Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 BAPPELITBANGDA
Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 52 Tahun 2023

18 |Peraturan Bupati |Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng BAPPELITBANGDA
Tahun 2024
Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 14 Tahun 2021

19 |Peraturan Bupati |Tentang Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah Pemerintah BAPPELITBANGDA
Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026

20 |Peraturan Bupati Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah BAPPELITBANGDA
Kabupaten Soppeng Tahun 2025
Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor .. Tahun ..

21 [Peraturan Bupati |Tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah BAPPELITBANGDA
Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024

22 |Peraturan Bupati |Lomba Inovasi Daerah BAPPELITBANGDA

23 |Peraturan Bupati |Inovasi Daerah BAPPELITBANGDA
Perubahan atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 1 Tahun 2023

24 |Peraturan Bupati [tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Musyawarah BAPPELITBANGDA

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Soppeng

25

Peraturan Bupati

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-
2040

DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

26

Peraturan Bupati

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng
Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun

27 |Perat B ti BPKPD
eraturan Bupati Anggaran 2025
28 |Peraturan Bupati Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah BPKPD
Tahun Anggaran 2024
29 |Peraturan Bupati Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran BPKPD

Pendapatan Dan Belanja Daerah




Analis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun

30 |Perat B ti BPKPD
craturan Supati Anggaran 2024
31 |Peraturan Bupati [Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 v BPKPD
32 |Peraturan Bupati |Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 v BPKPD
Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank v
33 |Peraturan Bupati |Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun BPKPD
Anggaran 2024
Tambahan Penghasilan untuk Gaji Ketiga Belas yang bersumber v
34 |Peraturan Bupati [dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran BPKPD
2024
. |Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor .. Tahun ..
35 |Perat B t . BPKPD
cratutan Bupatl Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
36 |Peraturan Bupati Pembahar} Atas Peraturar'l Bupat.l Soppeng Nomor .. Tahun .. BPKPD
Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
37 |Peraturan Bupati |Nilai Sewa Reklame v BPKPD
i v
38 |Peraturan Bupati T felta .Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Tenaga BPKPD
Listrik
i v
39 |Peraturan Bupati Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Jasa BPKPD
Perhotelan
i v
40 |Peraturan Bupati Tata .Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Jasa BPKPD
Parkir
i v
41 |Peraturan Bupati Tata Qara Pemupgutan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas BPKPD
Kesenian dan Hiburan
42 |Peraturan Bupati |Tata cara Pemungutan Pajak Daerah v BPKPD
43 |Peraturan Bupati |Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah v BPKPD
v
44 |Peraturan Bupati |Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan BPKPD
45 |Peraturan Bupati [Tata cara pemungutan Pajak Sarang Burung Walet v BPKPD
46 |Peraturan Bupati |Opsen Pajak Kendaraan Bermotor v BPKPD
47 |Peraturan Bupati [Opsen Bea Balik Nama Kendaraan bermotor v BPKPD
48 |Peraturan Bupati |Pengawasan Pengendalian Reklame v BPKPD




Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, aparatur Sipil

49 |Peraturan Bupati |Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan BPKPD
Pihak Lain Lingkup Pemerintah Daerah
50 |Peraturan Bupati Pemanfaatan Hak Tayang Informasi dan Layanan Iklan pada BPKPD

Videotron Milik Pemerintah Daerah

51 [Peraturan Bupati |Hospital By Laws di RSUD La Temmamala RSUD LA TEMMAMALA
52 |Peraturan Bupati |Tarif Layanan RSUD La Temmamala RSUD LA TEMMAMALA
53 [Peraturan Bupati |Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD La Temmamala RSUD LA TEMMAMALA

54

Peraturan Bupati

Pedoman dan Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan
Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD La Temmamala Soppeng

RSUD LA TEMMAMALA

55

Peraturan Bupati

Pembagian Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Pada
Rumah Sakit Umum La Temmamala

RSUD LA TEMMAMALA

56

Peraturan Bupati

Pengelolaan Investasi dan Pinjaman BLUD RSUD La Temmamala

RSUD LA TEMMAMALA

57

Peraturan Bupati

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Dokter Spesialis

RSUD LA TEMMAMALA

58

Peraturan Bupati

Pembagian Jasa Pelayanan Umum Pada Rumah Sakit Umum La
Temmamala

RSUD LA TEMMAMALA

59

Peraturan Bupati

Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 13 Tahun 2023
tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Covid-19 RSUD La
Temmamala

RSUD LA TEMMAMALA

60

Peraturan Bupati

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Lingkungan Hidup

BAGIAN ORGANISASI

61

Peraturan Bupati

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi

BAGIAN ORGANISASI

62

Peraturan Bupati

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

BAGIAN ORGANISASI

63

Peraturan Bupati

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

BAGIAN ORGANISASI

64

Peraturan Bupati

Nomenklatur Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng

BAGIAN ORGANISASI

65

Peraturan Bupati

Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Soppeng

BAGIAN ORGANISASI




66

Peraturan Bupati

Jenis dan Jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional dan Jabatan
Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng

BAGIAN ORGANISASI

67 |[Peraturan Bupati |Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng v BAGIAN ORGANISASI
‘ Pandugn Umum Pelaksar%a'an Pen.gelolaan Pana Ban'tl%an v DINAS PENDIDIKAN DAN
68 [Peraturan Bupati |Operasional Satuan Pendidikan Lingkup Dinas Pendidikan dan
KEBUDAYAAN
Kebudayaan Kabupaten Soppeng
69 |Peraturan Bupati Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan v DINAS PENDIDIKAN DAN
Pendidikan KEBUDAYAAN
70 |Peraturan Bupati [Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas v DINAS PERHUBUNGAN
71 |Peraturan Bupati Pemantauan Pelaksjanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil v INSPEKTORAT DAERAH
Pengawasan Fungsional
72 |Peraturan Bupati |Pengelolaan Terminal Type C v DINAS PERHUBUNGAN
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata v
. |Kerja Perangkat Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air
73 |Peraturan Bupati Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan BAGIAN ORGANISASI
ruang Kabupaten Soppeng
74 |Peraturan Bupati (Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Perangkat Daerah v BAGIAN ORGANISASI
v DINAS PARIWISATA,
75 |Peraturan Bupati [Pengembangan Kepemimpinan Pemuda KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
v

76

Peraturan Bupati

Tarif Layanan Laboratorium pada Unit Pelaksana Teknis Daerah
Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Soppeng

DINAS KESEHATAN

BUPATI SOPPENG,

A. KASWADI RAZAK




BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 360/IX/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG NOMOR
155/111/2024 TENTANG PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN

Menimbang

Mengingat

a.

1.

KEPALA DAERAH TAHUN 2024
BUPATI SOPPENG,

bahwa berdasarkan surat Plt. Kepala Dinas Kesehatan Nomor
1824DK/YANKES/V /2024 tanggal 13 Mei 2024, surat Kepala
Dinas PUPR Nomor 600/862/DPUPR/VI/2024 tanggal 10 Juni
2024, Surat Kepala Dinas PMPTSP-NAKERTRANS Nomor
169/DPMPTSP-NAKERTRANS/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024,
Surat Plt. Kepala Dinas TPHPKP Nomor
520/454/DTPHPKP/IX /2024 tanggal 11 September 2024 dan
Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor
351/DMPD/IX/2024 tanggal 13 September 2024 perihal Usulan
Propemperkada, perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas
Keputusan Bupati Soppeng Nomor 155/I11/2024 tentang
Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tahun
2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan:

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2023

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun
2023 Nomor 10);

. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 68 Tahun 2023 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023
Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Soppeng Nomor
155/111/2024 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala
Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 19 September 2024

BUPATI SOPPENG,

A. KASWADI RAZAK

1. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
2. Kepala BPKPD Kab.Soppeng di Watansoppeng.
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI

SOPPENG NOMOR 155/111/2024 TENTANG

360/IX/2024

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA
DAERAH TAHUN 2024

STATUS

PELAKSANA/INSTANSI
NO JENIS TENTANG BARU | UBAT TERKAIT KET
1 2 3 S 6 7 8
v
1 |Peraturan Bupati ’g Zﬁ;olierja, Mekanisme, dan Hubungan Koordinasi Strategis Lintas E?P;)SM?[?X;SIA)XI;
OLAHRAGA
2 |Peraturan Bupati |Badan Usaha Milik Desa v DINAS PEMDES
3 |Peraturan Bupati |Nomor Induk Perangkat Desa v DINAS PEMDES
4 |Peraturan Bupati |Alokasi Dana Desa v DINAS PEMDES
S |Peraturan Bupati |[Dana Desa v DINAS PEMDES
6 |Peraturan Bupati [Bagian Hasil Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah v DINAS PEMDES
7 [Peraturan Bupati |Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa v DINAS PEMDES
8 |Peraturan Bupati [Pembangunan Desa v DINAS PEMDES
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng v
9 [Peraturan Bupati |Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan DINAS SOSIAL
Sosial
10 |Peraturan Bupati Program Jaminan Kesehatan Bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak v DINAS SOSIAL
Mampu
11 [Peraturan Bupati |Jadwal Retensi Arsip v DINAS PERPUSTAKAAN
12 |Peraturan Bupati |Sistem Keamanan Klasifikasi Dan Akses Arsip Dinamis v DINAS PERPUSTAKAAN
13 |Peraturan Bupati Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Alamat Pada Dokumen v DINAS DUKCAPIL
Pendaftaran Penduduk
14 |Peraturan Bupati [Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Kelahiran v DINAS DUKCAPIL
15 |Peraturan Bupati [Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan v DINAS DUKCAPIL




Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

16 | Peraturan Bupati Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2025 BAPPELITBANGDA

17 [Peraturan Bupati |Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 BAPPELITBANGDA
Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 52 Tahun 2023

18 |Peraturan Bupati |Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng BAPPELITBANGDA
Tahun 2024
Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 14 Tahun 2021

19 |Peraturan Bupati |Tentang Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah Pemerintah BAPPELITBANGDA
Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026

20 |Peraturan Bupati Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah BAPPELITBANGDA
Kabupaten Soppeng Tahun 2025
Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor .. Tahun ..

21 [Peraturan Bupati |Tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah BAPPELITBANGDA
Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024

22 |Peraturan Bupati |Lomba Inovasi Daerah BAPPELITBANGDA

23 |Peraturan Bupati |Inovasi Daerah BAPPELITBANGDA
Perubahan atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 1 Tahun 2023

24 |Peraturan Bupati [tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Musyawarah BAPPELITBANGDA

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Soppeng

25

Peraturan Bupati

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-
2040

DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

26

Peraturan Bupati

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng
Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun

27 |Perat B ti BPKPD
eraturan Bupati Anggaran 2025
28 |Peraturan Bupati Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah BPKPD
Tahun Anggaran 2024
29 |Peraturan Bupati Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran BPKPD

Pendapatan Dan Belanja Daerah




Analis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun

30 |Perat B ti BPKPD
craturan Supati Anggaran 2024
31 |Peraturan Bupati [Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 v BPKPD
32 |Peraturan Bupati |Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 v BPKPD
Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank v
33 |Peraturan Bupati |Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun BPKPD
Anggaran 2024
Tambahan Penghasilan untuk Gaji Ketiga Belas yang bersumber v
34 |Peraturan Bupati [dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran BPKPD
2024
. |Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor .. Tahun ..
35 |Perat B t . BPKPD
cratutan Bupatl Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
36 |Peraturan Bupati Pembahar} Atas Peraturar'l Bupat.l Soppeng Nomor .. Tahun .. BPKPD
Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
37 |Peraturan Bupati |Nilai Sewa Reklame v BPKPD
i v
38 |Peraturan Bupati T felta .Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Tenaga BPKPD
Listrik
i v
39 |Peraturan Bupati Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Jasa BPKPD
Perhotelan
i v
40 |Peraturan Bupati Tata .Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Jasa BPKPD
Parkir
i v
41 |Peraturan Bupati Tata Qara Pemupgutan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas BPKPD
Kesenian dan Hiburan
42 |Peraturan Bupati |Tata cara Pemungutan Pajak Daerah v BPKPD
43 |Peraturan Bupati |Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah v BPKPD
v
44 |Peraturan Bupati |Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan BPKPD
45 |Peraturan Bupati [Tata cara pemungutan Pajak Sarang Burung Walet v BPKPD
46 |Peraturan Bupati |Opsen Pajak Kendaraan Bermotor v BPKPD
47 |Peraturan Bupati [Opsen Bea Balik Nama Kendaraan bermotor v BPKPD
48 |Peraturan Bupati |Pengawasan Pengendalian Reklame v BPKPD




Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, aparatur Sipil

49 |Peraturan Bupati |Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan BPKPD
Pihak Lain Lingkup Pemerintah Daerah
50 |Peraturan Bupati Pemanfaatan Hak Tayang Informasi dan Layanan Iklan pada BPKPD

Videotron Milik Pemerintah Daerah

51 [Peraturan Bupati |Hospital By Laws di RSUD La Temmamala RSUD LA TEMMAMALA
52 |Peraturan Bupati |Tarif Layanan RSUD La Temmamala RSUD LA TEMMAMALA
53 [Peraturan Bupati |Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD La Temmamala RSUD LA TEMMAMALA

54

Peraturan Bupati

Pedoman dan Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan
Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD La Temmamala Soppeng

RSUD LA TEMMAMALA

55

Peraturan Bupati

Pembagian Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Pada
Rumah Sakit Umum La Temmamala

RSUD LA TEMMAMALA

56

Peraturan Bupati

Pengelolaan Investasi dan Pinjaman BLUD RSUD La Temmamala

RSUD LA TEMMAMALA

57

Peraturan Bupati

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Dokter Spesialis

RSUD LA TEMMAMALA

58

Peraturan Bupati

Pembagian Jasa Pelayanan Umum Pada Rumah Sakit Umum La
Temmamala

RSUD LA TEMMAMALA

59

Peraturan Bupati

Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 13 Tahun 2023
tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Covid-19 RSUD La
Temmamala

RSUD LA TEMMAMALA

60

Peraturan Bupati

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Lingkungan Hidup

BAGIAN ORGANISASI

61

Peraturan Bupati

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi

BAGIAN ORGANISASI

62

Peraturan Bupati

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

BAGIAN ORGANISASI

63

Peraturan Bupati

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

BAGIAN ORGANISASI

64

Peraturan Bupati

Nomenklatur Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng

BAGIAN ORGANISASI

65

Peraturan Bupati

Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Soppeng

BAGIAN ORGANISASI




66

Peraturan Bupati

Jenis dan Jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional dan Jabatan
Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng

BAGIAN ORGANISASI

67

Peraturan Bupati

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng

BAGIAN ORGANISASI

68

Peraturan Bupati

Panduan Umum Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Satuan Pendidikan Lingkup Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Soppeng

DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

69

Peraturan Bupati

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan
Pendidikan

DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

70

Peraturan Bupati

Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

DINAS PERHUBUNGAN

71

Peraturan Bupati

Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil
Pengawasan Fungsional

INSPEKTORAT DAERAH

72

Peraturan Bupati

Pengelolaan Terminal Type C

DINAS PERHUBUNGAN

73

Peraturan Bupati

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air
Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
ruang Kabupaten Soppeng

BAGIAN ORGANISASI

74

Peraturan Bupati

Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Perangkat Daerah

BAGIAN ORGANISASI

75

Peraturan Bupati

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA

76

Peraturan Bupati

Tarif Layanan Laboratorium pada Unit Pelaksana Teknis Daerah
Laboratorium Kesehatan Daerah

DINAS KESEHATAN

77

Peraturan Bupati

Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
Kabupaten Soppeng

DINAS KESEHATAN

78

Peraturan Bupati

Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum
(RISPAM) Kabupaten Soppeng

DINAS PUPR

79

Peraturan Bupati

Pembentukan Jejaring Kelembagaan Peningkatan Pelayanan
Produktivitas Daerah di Kabupaten Soppeng

DPMPTSP NAKERTRANS

80

Peraturan Bupati

Rencana Aksi Daerah Kepala Sawit Berkelanjutan

DINAS TPHPKP




81

Peraturan Bupati

Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 2 Tahun 2024
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi
Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024

DINAS PEMDES

82

Peraturan Bupati

Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 3 Tahun 2024
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun
Anggaran 2024

DINAS PEMDES

BUPATI SOPPENG,

A. KASWADI RAZAK




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan:

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2023

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun
2023 Nomor 10);

7. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 68 Tahun 2023 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023
Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Perencanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
ditetapkan berdasarkan wusulan Perangkat Daerah untuk
ditindaklanjuti bersama pada Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal tertentu yang dipandang perlu dan mendesak untuk
kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah
Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
meskipun tidak termasuk dalam agenda Rencana Program
Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pengusul atau terkait
langsung secara substansi dengan agenda Rencana Program
Pembentukan  Peraturan  Kepala  Daerah, agar  segera
mempersiapkan penyusunan dan pembahasan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah dengan mengoordinasikan bersama
dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah dengan melibatkan
Tenaga Ahli/Unsur terkait lainnya apabila diperlukan dengan
memperhatikan tahapan/mekanismenya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Watansoppeng

pada tanggal 7 Maret 2024
BUPATI SOPPENG,

A. KASWADI RAZAK

1. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
2. Kepala BPKPD Kab.Soppeng di Watansoppeng.
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.



